PERATURAN par
RA] 1.;_«:6 x': DAERAH KOTA MAGELANG
MOR 15 TAHUN 2001

TENTANG
PERGUDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGE LANG,

\lenimbang -a. bflhvjr’a ‘dalam rangka terib niaga dan kelancaran
dfstnbum barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen
di Kota Magelang, perlu penataan dan pembinaan
pergudangan;

b. bahwa wuntuk itu, perlu menyusun dan menetapkan
Peraturan Dacrah Kota Magelang tentang Pergudangan;

Bednjfsreglementerings Ordonnantie 1934 ( Stbl. 1938 Nomor
86 ):

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur. Jawa Tengah dan Jawa Barat:

. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5
Tahun 1962 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp.
Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, tambahan

| embaran Negara R.I. Nomor 2759);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
aran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Mengingat -

Pidana (L.emb
[ embaran Negara Nomor 3209):

5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenintahan
| l)acral; ( l,c|11b5r:1n Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan

[ embaran Negara Nomor 3839);

Scanned by TapScanner



6. Ihu‘i:n1;.;4nuhnm N

, mor 28 ‘1
]\.LHLIHE:;”} an ra5’l

larg p ahun 1999 tentang Perimbangan

B Pees _

N{.‘gum 'l';ihun | O« {U”L“m“]‘ Pusat dan Dacrah ( Lembaran
Jj 1 Y Th L ¥

Nomor 384§ ) Nomor 72 lambahan [Lembaran Negara

¥ i w
7. Peraturan [’cmurinluh

ku.:u.'unungun Pemery
Dacrah Otonom
lambahan l.emb

N“T'I'IHI’ 25 Tahun 2000 tentang
itah dan Kewenangan Propins secbagai
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54.
aran Negara Nomor 3952):

8. Keputusan Menten P
23/MPP/ Kep/1/199%
Perdagangan:

erindustrian dan Perdagangan Nomor
lentang  lembaga-lembaga  Usaha

0 K . L
. Keputusan Menter; Perindustrian dan Perdagangan Nomor

105/MPP/Kep/2/1998 tentang Pecnataan dan Pembinaan
Pergudangan:

10.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
78:'}‘{“31”Kﬁﬂ-’l"zﬂﬂl tentang Pedoman Standart Pelayanan
Minimal (PSPM) bidang Perindustrian Perdagangan;

I1.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2000
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah
Kota Magelang;

12.Peraturan Dacrah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2001
tentang Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ),

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATU RAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERGUDANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

b&lam Peraturan Daerah 1n yang dimaksud dengan:

: Daerah adalah Kota Magelang; b P ot
. remernntan ....,

2
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b pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kotq Magelang;
\kr;‘l“kt‘ltﬂ ﬂdﬂluh “"uliknta Mugclu“g.

4. Pejabal yang d'f"“J“k adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dan diberi
wvewenang untuk menvelesaikan masalah pergudangan:

g ) _ |

| & | L’rd*lgdllgdn dan Penanaman Modal udaluh [inas
T ' ; - ; y ¥ " . 'l . . X B

perindutrian crdagangan dan | cnanaman Modal Kota Magelang.

pinas  Perindustnan

{ Gudang ialah suatu ruangan udak bergerak vang dapat ditutup dengan tujuan

ndak dikunjungt oleh umum melaimnkan untuk dipakai khusus sebagar tempat
penyimpanan barang-barang perniagaan:

g lsaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan vang dilakukan oleh suatu
}wrllﬁﬂhﬂﬂ” alau  perorangan  melaluy pecmanfaatan  gudang-gudang miliknya

sendin.  dan - atau  pthak  lain  untuk mendukung memperlancar  kegiatan
perdagangan barang;

7 Barang permagaan atau barang dagangan terdin dari bahan pokok/penting, bahan

haku. bahan bangunan, bahan hasil industn. dan barang dagangan lainnya vang ‘
diperdagangkan schan-han;

. Tanda Daftar Gudang adalah Tanda Daftar vang diberikan oleh Walikota kepada
remilik ' penanggung jawab gudang vang telah di daftarkan untuk sclanjutnya
disebut TDG;

| Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat Izin untuk dapat
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan:

| Izin Bidang Industri adalah izin untuk melakukan kegiatan Industri yang meliputi
/in Usaha Industri vang selanjutnya disebut IUL , Izin Perluasan dan Tanda Daftar
ndustri vang selanjutnya disebut TDL

Yang discbut pemilik danatau penguasa adalah semua pihak yang menjadi
pemilik dan/atau penguasa gudang:

1 Eksportir adalah perorangan atau badan usaha vang melakukan perdagangan
dengan cara mengeluarkan barang atau jasa dan dalam ke luar wilayah pabean
ndonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan vang
berlaku:

" Importir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan
dengan cara memasukkan barang atau jasa dan luar ke dalam wilavah pabean
Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan vang

herlaku:

"edagang Besar ( Wholesaler ) adalah perorangan atau badan usaha vang
hertindak atas namanya sendin. dan atau atas nama plhﬂk lain vang menunjukn}'a
ntuk menjalankan kegiatan dengan cara membell, menvimpan, dan menjual
baran o dum"‘punﬂi hesar secara tidak langsung kepada konsumen akhir;
- sdl.
!"idu;:ung Pengecer ( Retailer ) adalah perorangan atau badan usaha vang kegiatan
Dokik s srlibakon penjualan secard langsung kepada konsumen akhir dalam
okn alk _
Partay ke
q. Distnbutor

----------
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Distributor Utama P
bertindak atas namanva sendiri + ' - o k
melakukan pembelian 4N vang ditunjuk olech pabrik atau pemasok untu
A bt e ";kf‘c“}lmpunan. penjualan serta pemasaran barang dalam
Sfmilikl / dik.uqqlai nll hd Jangsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang
~atoleh pihak lain vang menunjuknya,
r. Perkulakan ( Grosir ) adalah

- , Perorangan atau badan usaha yang membeh dalam
partal besar berbagai macam o

hesar b fosn barang dari berbagai pihak dan menjual dalam partai
sar barang tersebut sampar kepada Sub Distributor dan / atau Pedagang Fceran,

s. Agen adalah perorangan atau badan usaha vang bertindak sebagai perantara untuk

i 2 | By H . ¥ ie : " . F, |

dan atas nama prhak yang menunjuknva untuk melakukan pembelian, penjualan /
pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang.

t Toko adalah tempat atau bangunan vyang diperuntukkan bagi perorangan,
perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan secara langsung kepada
konsumen:

u. Produsen adalah perorangan atau badan usaha penghasil barang-barang / jasa-jasa
vang secara langsung atau tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia
dan dilakukan sccara terus menerus dengan tujuan memperoleh Jaba / keuntungan

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Membenikan dasar hukum bagi pelaksanaan dan pembinaan pergudangan agar
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan vang berlaku.

(2) Membenkan dasar hukum bagi penggunaan gudang vang dilmrapk.an dapat
menjadi tempat penyimpanan barang maga {dalam keadaan aman, baik mutu /
kwalitas barang itu sendin maupun dan segi kumungku_mn‘kchllangan fisiknya
schingga kelancaran arus distribus barang dapat lebth terjamin.

(3) Memberikan dasar hukum bagi pengawasan gudang agar dapat digunakan
dengan baik sesuar dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB I1I
PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

Pasal 3

u perorangan yang memiliki dan atau menguasar gudang

') Setia ;ahaan al
f 3 ‘rusahaan ata oy ’ sal
o dangnya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk

wajih mendaltarkan gu

(2) Usaha ... .
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(2) Ugahu pergudangan scbagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f, wajib memiliki Surat
[zin Usaha Perdagangan ( SIUP) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan .

(3) I:crus_;:than Industri yang memiliki gudang untuk keperluan industri wajib
memiliki Izin Bidang Industri.

Pasal 4

(1) Setiap penguasa pergudangan wajib menyelenggarakan administrasi mengcnai
barang-barang yang masuk dan keluar gudang schingga dapat diikuti lalulintas
barang dan dan ke gudang tersebut,

(2) Penanggung jawab usaha pergudangan wajib menyampaikan laporan mutasi
barang vang berada di gudangnya kepada Pejabat yang berwenang atau Pejabat

vang ditunjuk setiap 1 (satu) tahun sekali, paling lambat tanggal 15 Januan tahun
benkutnya. -

(3) Dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan penataan kelancaran distribusi barang,
pemilik atau penanggung jawab usaha pergudangan wajib memberikan setiap
keterangan yang diminta olch Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

(1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan ( produsen, eksportir,
importir, distributor, pedagang besar / wholesaler, grosir, agen, pengecer, toko )
atau perorangan di gudang sesuai dengan 1zin yang diberikan dapat dibenarkan
sepanjang jumlahnya masith dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan
berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3
(tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan
vang bersangkutan.

(2) Persediaan berjalan yang disimpan daﬁlam gudang untuk scbanyak-banyaknya 3
(tiga) bulan kebutuhan tidak dikategorikan sebagai penimbun,

3) Bila terjadi kondisi tidak normal yang mengakibatkan ketidaklancaran arus
barang, maka ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan diatur melalui
Keputusan Walikota.

Pasal 6

Uikecualikan dari ketentuan Peraturan Dacrah ini adalah :
1. Gudang vang melekat dengan usaha industrinya.

h Gudang di dalam rumah yang hanya digunakan untuk menyimpan barang-barang
kebutuhan rumah tangga sendin bukan barang-barang perusahaan dan atau
harung vang diperdagangkan.

“ Gudang yang dimiliki oleh pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban
Memihks [zin Usaha.

---------
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BAB IV
KEWENANGAN PENATA A~
ANGAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

Pasal 7

Gudang dengan luas sampar dengan 2.500

persegl ) wewenang penataan da
vang ditunjuk.

m2 ( dua nbu lima ratus meter
n pembinaannya adalah Walikota atau pejabat

BAB V
SANKSI

Pasal 8

(1)Pemilik, dan atau Penguasa gudang sebagai Penanggung jawab gudang akan
diber1 peringatan tertulis apabila melakukan penyimpangan / pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, 4 dan 5.

(2)Terhadap penyimpangan / pelanggaran vyang dilakukan oleh perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan peringatan tertulis tetapi
tidak dindahkan. maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan Tanda Datftar
Gudang (TDG) .Surat [zin Usaha Perdagangan (SIUP), 1zin Bidang Industri dan
dapat dituntut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-ha vang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini, sepanjang mengenai teknis
"laksanaannva diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10 ...........

6
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Pasal 10

peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Supaya seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan  Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kola
Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2001

WALIKOTA MAGELANG

Sty

H. FAIIRIYANTO

Diundangkan di Magel:
pada tungg‘gljal | Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Drs. M)
Péembind Ultdhpa Madya
NIP. 500032 655

LI;:L.\ 3ARAN DAERAH KOTA MAGELANG

LEMI
TAHUN 2001 NOMOR 62
SERI D NOMOR
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